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BAB S5
PENUTUP

Kesimpulan
Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman langsung
mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam
pelayanan kefarmasian di apotek, baik dari sisi klinis maupun
manajerial.
Kegiatan PKPA memberikan pengalaman nyata dalam pengelolaan
dan pelayanan sediaan farmasi, termasuk pengadaan, penyimpanan,
distribusi, serta pelayanan kepada pasien.
Selama pelaksanaan PKPA, mahasiswa dapat mengasah
keterampilan teknis dan klinis dalam menerapkan standar pelayanan
kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
dan etika profesi.
Kegiatan ini juga turut mengembangkan soft skills mahasiswa,
seperti kemampuan berkomunikasi dengan pasien dan tenaga
kesehatan, bersikap profesional, serta meningkatkan tanggung

jawab dan kedisiplinan dalam bekerja.

Saran

Mempersiapkan diri dengan memahami teori manajerial, pelayanan
klinis, serta regulasi kefarmasian sebelum terjun ke apotek.

Aktif dalam berdiskusi dan bertanya kepada preseptor untuk
memperdalam pemahaman serta memperluas wawasan selama
praktik.

Meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi, saat

memberikan pelayanan informasi obat atau konseling kepada pasien.
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